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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli
daerah,  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  kontribusi  penerimaan
pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah,  Untuk mengetahui dan
menganalisis pengaruh efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel secara
bersama terhadap peningkatan pendapatan asli  daerah pada Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.Pendekatan penelitian ini menggunakan
penelitian asosiatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu
data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Medan berupa laporan realisasi dan target untuk tahun 2013 sampai
tahun 2017. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi
pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Medan dan  teknik
analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linear  berganda,  pengujian
hipotesis  dan  koefisien  determinasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  bahwa  secara  parsial  adanya  pengaruh
positif  dan  signifikan  pada  efektifitas  pajak  hotel Terhadap  Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota
Medan. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  bahwa  secara  parsial  adanya
pengaruh  negatif dan  tidak  signifikan  pada  kontribusi  pajak  hotel Terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi
Daerah  Kota  Medan. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  bahwa  secara
simultan adanya pengaruh positif dan signifikan pada  efektifitas dan kontribusi
pajak hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengolaan
Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
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A. Latar Belakang Masalah
Pada  saat  ini,  sebagai  Negara  berkembang  Indonesia  tengah
gencargencarnyamelaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang,  baik  bidang
ekonomi,bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, maupun bidang pendidikan
dengantujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan
bangsadengan secara adil  dan makmur. Salah satu usaha yang harus  ditempuh
pemerintahdalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi
pendapatanyang  berasal  dari  Negara  Indonesia  sendiri,  salah  satunya  adalah
berasal dari pajak.
Salah  satu  peran  pembayaran  pajak  adalah  untuk  meningkatkan
pembangunan suatu  daerah  dan  membiayai  pengeluaran  yang dibutuhkan oleh
daerah.  Sebagai  salah  satu  indikator  peningkatan  proses  pembangunan,  pajak
memiliki  arti  yang pentingdan menuntun masyarakat  untuk dapat  tertib  dalam
pembayaran  wajib  pajak.  Menurut  peneliti,  pembangunan  daerah  yaitu  upaya
untuk pemamfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan berdaya saing dan mampu meningkatkan indeks
pembangunan manusia.
Dengan  demikian,  Pemerintah  Daerah  yang  menerima  pelimpahan  atas
sektor  perkotaan  dan  pedesaan  memiliki  tugas  untuk  menjalankan  proses
penagihan  pajak  kepada  masyarakat,  yang  kemudian  dilimpahkan  lagi  kepada
masing-masing kabupaten dalam pengelolaan mekanisme pemungutan pajak yang
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2akan diterapkan. Sehingga, dalam hal ini peran pemerintah untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat pun sangat berpengaruh.
Menurut Resmi (2013,hal 8) pajak daerah dapat di artikan
sebagai  pajak  yang  di  pungut  oleh  pemerintah  daerah  baik
daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak
kabupaten/kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah  masing-masing.  Banyaknya  sumber  penerimaan  dari
sumber pajak.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.28  tahun  2009  :“Pajak
Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Pajak,  adalah  konstribusi
wajibkepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang  bersifatmemaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan
tidak  mendapat  imbalansecara  langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah untuk sebesar-bersarnyakemakmuran rakyat.”
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
merupakansalah  satu  instansi  pemerintah  yang  mempunyai
tugas untuk mengelola sumber- sumberpendapatan daerah yang
bersumber dari sektor pajak yaitu berupa pajak hotel, pajak restoran,
pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan
galian golangan c, dan pajak parker
Dari sumber dayayang dimiliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar
berasal  dari  PajakHotel.Penerimaan  Pajak  Hotel memiliki  peranan  penting
bagipendapatan  daerah,  karena  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar
bagiPendapatan Asli Daerah (PAD).
3Pajak hotel cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah.
Untuk  mengoptimalkan  pemungutan  pajak  hotel maka  perlu  dilakukan
perhitungan  penerimaan  pajak  daerah  yang  akurat.  Pelayanan  efektif  yang
diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib
pajak  dalam  membayar  pajak  guna  meningkatkan  pembangunan  daerah.
Pemerintah  Kota Medan setiap  tahunnya mempunyai  target  dalam penerimaan
pajak Medan sebagai sumber pendapatan Kota Medan. Pajak hotel ini merupakan
sektor potensial, sehingga dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan
realisasi dalam penerimaan pajak hotel dan kontribusi yang diberikan oleh pajak
hotel ini dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Medan.
Membahas terkait realisasi penerimaan pajak  hotel, pelaksanaan di Kota
Medan dalam  kurun  waktu  5  tahun  terakhir  mengalami  penurunan.  Meski
Pemerintah Daerah Kota Medan terus menganggarkan target penerimaan, namun
untuk meningkatkan realisasi penerimaan agar sesuai target sepertinya merupakan
hal  yang sulit  bagi  Pemerintah  Daerah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  berdasarkan
tabel berikut ini :
Tabel I.1






























4Sumber  :  Badan  Pengolaan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah
Kota Medan.
Berdasarkan tabel di atas fenomena yang terjadi di  Badan Pengolaan
Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2013-2017 realisasi
tidak  mencapai  target  yang  ditetapkan terdapat  pada  tahun  2013  dan  2015
sehingga  realisasi  penerimaan  pajak  tidak  mencapai  100%  dan  tidak  sesuai
dengan yang sudah ditetapkan oleh  pemerintah,  disamping itu  juga persentase
realisasi  di  tahun  2015realisasi mengalami penurunan akan tetapi jumlah wajib
pajak  mengalami  peningkatan,.  Menurut  Mahmudi  (2010)  menyatakan  bahwa
“efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang
harus  dicapai”.  Dikatakan efektif  apabila  proses  kegiatan mencapai  tujuan dan
sasaran  akhir  kebijakan  (speding  wisely).  Dan  menurut  Mardiasmo  (2013)
mengatakan  bahwa “organisasi  dapat  dikatakan  efektif  bila  organisasi  tersebut
dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan”.
Berikut ini adalah data tingkat kontribusi realisasi penerimaan pajak hotel
terhadap penerimaan pendapatan daerah kota Medan
Tabel I.2
































5Sumber  :  Badan  Pengolaan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah
Kota Medan
Berdasarkan data di atas adapun fenomena yang dapat dilihat melalui data
yang  diperoleh  dari  Badan  Pengolaan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah
Kota  Medan dari  tahun  2013-2017 tingkat  persentase  kontribusi  daerah
mengalami  penurunan,  menurunnya  tingkat  kontribusi  terjadi  dikarenakan
pendapatan yang diterima oleh daerah kota Medan dari realisasi penerimaan pajak
hotel atau dengan kata lain sumbangan yang diberikan  pajak  hotel tidak begitu
besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Kontribusi pajak
hotel merupakan ukuran seberapa besar  peran yang diberikan oleh pajak  hotel
dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Menurut  Mahmudi  (2010)
“semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap
PAD, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil perbandingannya maka semakin
kecil pula peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD”.
Pajak hotel merupakan salah satu sumber pajak daerah yang memberikan
kontribusi  pada pendapatan pajak daerah.  Hal ini  dapat  dikatakan bahwa Kota
Medan memiliki peluang untuk mendapatakan pendapatan pajak hotel yang jauh
lebih  besar  untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak  daerah  serta  memberikan
kontribusi yang jauh lebih besar. Pelayanan efektif yang diberikan oleh petugas
pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar
pajak guna meningkatkan pembangunan daerah.  Pemerintah Daerah juga harus
lebih maksimal memanfaatkan potensi pajak  hotel guna memberikan kontribusi
yang maksimal pada pendapatan pajak daerah.
6Dengan semakin efektifnya penerimaan pajak maka kontribusi penerimaan
pajak tersebut terhadap pendapatan daerah maka akan semakin meningkat begitu
juga  sebaliknya dimana apabila  dalam pemungutan pajak  yang dilakukan oleh
dinas  terkait  kurang  efektif  maka  tingkat  kontribusi  pajak  tersebut  terhadap
pendapatan daerah akan berkurang atau kurang baik. 
Menurut  Hanapiah  (2015)  semakin  besar  Efektifitas,  Efisiensi  dan
Kontribusi pajak maka PAD akan semakin besar pula. 
Berdasarkan  keterangan  dan  kondisi  yang  ada,  perlu  dilakukan  kajian
mendalam  tentang  efektivitas  dan  kontribusi  pendapatan  pajak  hotel sebagai
upaya  meningkatkan  perekonomian  dan  pembangunan  Kota  Medan.  Peneliti
tertarik mengambil judul:“Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan
Pajak  Hotel  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Badan
Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”.
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat  diidentifikasi
beberapa permasalahan yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah
adalah sebagai berikut :
1. Pada  tahun  2013  dan  2015  realisasi  penerimaan  pajak
hotelpada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Medan belum mencapai target dari yang telah di tentukan.
2. Kontribusi penerimaan pajak hotelpada Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2013-2017 masih rendah dan
menurun setiap tahunnya.
C. Rumusan Masalah 
7Berdasarkan  latar  belakang  yang  di  kemukakan  di  atas
maka  dapat  di  simpulkan  rumusan  masalah  adalah  sebagai
berikut
1. Apakah  efektivitas  penerimaan  pajak  hotel  berpengaruh
terhadap  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  pada  Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ?
2.  Apakah  kontribusi  penerimaan  pajak  hotel  berpengaruh
terhadap  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  pada  Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ?
3. Apakah  efektivitas  dan  kontribusi  penerimaan  pajak  hotel
secara  bersama  berpengaruh  terhadap  peningkatan
pendapatan asli  daerah pada  Badan Pengelolaan Pajak  dan
Retribusi Daerah Kota Medan ?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas
penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan
asli  daerah  pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi
Daerah Kota Medan.
b. Untuk  mengetahui  dan menganalisis  pengaruh kontribusi
penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan
8asli  daerah  pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi
Daerah Kota Medan.
c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas
dan  kontribusi  penerimaan  pajak  hotel  secara  bersama
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang
bermanfaatantara lain :
a. Bagi penulis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  untuk  meningkatkan
danmengembangkan  kemampuan  berfikir  melalui  penulisan  karya  ilmiah
danuntuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masaperkuliahan di
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara FakultasEkonomi dan Bisnis.
b. Bagi Instansi Terkait
Diharapkan  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  masukkan
ataureferensi  dalam penerimaan  pajak  hotel  pada  Badan Pengelola Pajak
Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
c. Bagi Pihak Lain
Penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  masukan  bagi  mereka  yang
berminatmenindaklanjuti  hasil  penelitian  ini  dengan  mengembangkan  teori





1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  merupakan  pos  penting  dari  laporan  keuangan  dan  juga
merupakan tolak ukur berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola
sumber  daya  yang  dimilikinya.  Pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  semua
penerimaan  kas  daerah  dalam  periode  tertentu  menjadi  hak  daerah.  Setelah
dilaksanakan sistem otonomi, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur
daerahnya masing – masing dengan mengidentifikasi  sektor  –  sektor  potensial
untuk menggerakkan pembangunan daerah, terutama melalui potensi pendapatan
asli daerah (PAD).
Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang
bersangkutan  yang terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil
pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli
daerah yang sah.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Pasal  I  angka  18  bahwa
“Pendapatan  Asli  Daerah,  selanjutnya  disebut  PAD  adalah  pendapatan  yang
diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan
peraturan  perundang-undangan”.  Dengan  kata  lain  pendapatan  asli  daerah
merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi
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yang  ada  pada  daerah  tersebut  dan  sifatnya  dapat  dipaksakan  karena  adanya
peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber danapembiayaan
pembangunan  daerah  pada  kenyataannya  belum cukupmemberikan  sumbangan
bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskanpemerintah daerah menggali dan
meningkatkan pendapatan daerahterutama sumber pendapatan asli daerah.
Menurut Abdul Halim (2013, hal 101) menyatakan bahwa:Pendapatan Asli
Daerah  (PAD)  merupakan  semua  penerimaandaerah  yang  berasal  dari  sumber
ekonomi asli daerah. Kelompokpendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat
jenis pendapatan, yaitusebagai berikut:
1) Pajak Daerah;
2) Retribusi Daerah;
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan;
4) Lain-lain PAD yang sah.
b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dasar  hukum Pendapatan  Asli  Daerah  terdapat  dalam  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor
33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antaraPemerintah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah.
Pengertian  Pendapatan  Asli  Daerah  terdapat  dalam  pasal  1  Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah,selanjutnya disebut
PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  Daerah  yangdipungut  berdasarkan




Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-
barang dan kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Perpajakan  di  Indonesia  didasarkan  pada  pasal  23A UUD  1945  yang
berbunyi dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh rakyat
Indonesia, warga negara asingndan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari
di wilayah indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan.  Indonesia memiliki
Stratifikasi  pajak  termasuk  pajakm  penghasilan,  pajak  daerah,  dan  pajak
pemerintah pusat.
Menurut Soemitro dalam Mardiasmo: (2013, hal. 1) menyatakan bahwa
"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang
dapat  dipaksakan  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang
langsung dapat  ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar  pengeluaran
umum".
b. Ciri-ciri Pajak 
Adapun ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut : 
1) Pajak  dipungut  berdasarkan  undang-undang.  Undang-undang  1945
pasal  23A yang  menyatakan,  Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang undang 
2) Balas  jasa  tidak  dapat  di  tunjukkan  secara  langsung.  Bisa  kita
contohkan dengan orang yang taat membayar pajak kenderaan bermotor
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akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan yang tiak membayar
pajak kenderaan bermotor,
3)  Pajak dipungut dan dikelolah oleh pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun  pemerintah  daerah.  Yaitu  pajak  diperuntukkan  bagi
kepentingan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan
fungsi  pemerintahan  pusat  maupun  daerah  baik  rutin  maupun
pembangunan 
4) Selain berfungsi sebagai anggaran pajak berfungsi sebagai mengisi kas
negara  yang  diperlukan  untuk  pembiayaan  penyelenggaraan
pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat  untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan social
5) Pemungutan  Pajak  dapat  dipaksakan  Pajak  dapat  dipaksakan apabila
wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan
dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
c. Penggolongan Pajak
Pajak dapat di golongkan menjadi beberapa golongan. Berikut ini adalah
penggolongan pajak :
1) Menurut Golongannya
a) Pajak langsung yaitu  pajak yang harus di  tanggung sendiri  oleh
Wajib Pajak.
b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat di bebankan kepada
orang lain 
2) Menurut Sifatnya
a) Pajak Subjektif, yaitu pajak berdasarkan pada diri Wajib Pajaknya
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b) Pajak Objektif,  yaitu pajak yang berasal dari barang, bukan dari
wajib pajaknya 
3) Menurut Lembaga Pemungutannya
a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
yang  digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  pemerintah
daerah.  Pajak daerah terdiri  atas Pajak provinsi contohnya pajak
kenderaan bermotor  dan pajak bahan bakar  kenderaan bermotor.
Pajak  Kabupaten  contoh,  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak
hiburan,  Pajak  parkir,  Pajak  Air  dan  Tanah,  Pajak  Bumi  dan
Bangunan, pajak BPHTB.
d. Fungsi Pajak
Secara umum fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak
memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu
negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.
Menurut Priantara (2013, hal 7) ada dua fungsi pajak, yaitu:
1) Fungsi Budgetair
Pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk
membiayaipengeluaran-pengeluarannya.
2) Fungsi Mengatur (Regulerend)
3) Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan
kebijaksanaanpemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi
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3. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah
Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
akuntabilitas  yang  bertujuan  meningkatkan  potensi  daerah.  Pajak  Daerah
merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  penting  guna
membiayai penyelenggaraan Pemeritahan Daerah dan pembangunan daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Menurut  Marihot  (2010) Pajak adalah :  Pungutan dari  masyarakat  oleh
negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan
dan  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  dengan  tidak  mendapat  prestasi
kembali  (kontra  prestasi/balas  jasa)  secara  langsung,  yang  hasilnya  digunakan
untuk  membiayai  pengeluaran  negara  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dan
pembangunan.
Sesuai  dengan pasal  1  angka 6 Undang-Undang Nomor  34 Tahun2000
tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  menyatakan  bahwaPajak  Daerah
merupakan  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  daerahkepada  orang  pribadi  atau
badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  yangberlaku,  yang digunakan  untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Selain  pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun2000  pajak
daerah  juga  dijelaskan  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28
Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:
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Pajak  Daerah  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yangterutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanundang-undang,
dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dandigunakan  untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan demikian,  pajak  daerah  merupakan pajak  yang ditetapkan oleh
pemerintah  daerah  dengan  peraturan  daerah  (Perda),  yang  wewenang
pemungutannya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  hasilnya  digunakan
untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.
b. Jenis–jenis Pajak Daerah
Berdasrkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) danayat
(2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan PajakKabupaten/Kota, yaitu:
1) Jenis Pajak Propinsi menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2
ayat 1  terdiri atas:
a) Pajak Kendaraan Bermotor;
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d) Pajak Air Permukaan; dan
e) Pajak Rokok.
2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut undang-undang no 28 tahun 2009






e) Pajak Penerangan Jalan;
f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g) Pajak Parkir;
h) Pajak Air Tanah;
i) Pajak Sarang Burung Walet;
j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
c. Kriteria Pajak Daerah
Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harusdipenuhi
agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak daerah:
1) Bersifat Pajak, Bukan Retribusi
2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten atau kota yang
bersangkutan  dan  memiliki  mobilitas  cukup  rendah  serta  hanya
melayani  masyarakat  diwilayah  daerah  kabupaten  atau  kota  yang
bersangkutan
3) Objek  dan  dasar  pengenaan  pajak  tidak  bertentangan
dengankepentingan umum
4) Potensinya memadai yaitu  hasil  penerimaan pajak harus lebih besar
dari biaya pemungutan
5) Tidah memberikan dampak ekonomi yang negatif,  maksudnya pajak
tidak  mengganggu  sumber-sumber  ekonomi  dan  tidak  menghambat
arus sumberdaya ekonomi maupun kegiatan ekspor dan impor
6)  Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
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7)  Menjaga kelestarian lingkungan yang berarti bahwa pengenaan pajak
tidak kepada pemda atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan
4. Pajak Hotel
a. Pengertian Pajak Hotel
Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak
Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel
adalah  fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait
lainnya  dengan  dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  motel,  losmen,  gubuk
pariwisata,  wisma pariwisata,  pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,
serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
b. Objek Pajak Hotel
Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak
Hotel,  Objek  pajak  hotel  adalah  setiap  pelayanan  yang  disediakan  dengan
pembayaran di hotel, termasuk di dalamnya :
1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka
panjang  termasuk  tempat  kost,  wisma,  pondok  wisata  dan  gedung
pertemuan.
2) Pelayanan  penunjang  sebagai  kelengkapan  fasilitas  penginapan  atau
tinggal  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  yang  sifatnya
memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan,  semisal  fasilitas  telepon,
internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas
sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
Tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut:
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1) Jasa  tempat  tinggal  asrama  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh
hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
6) Jasa  pelayanan  hotel  untuk  kedutaan,  konsulat,  perwakilan  Negara
asing  dan  perwakilan  lembaga-lembaga  internasional  dengan  asas
timbale balik.
7) Tempat kost dengan jumlah kamar kurang dari 10 (sepuluh).
c. Wajib Pajak Hotel
Wajib Pajak adalah orang pribadi  atau badan meliputi  pembayar  pajak,
pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban
perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan
daerah.
d. Dasar Pemungutan Pajak Hotel
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada
hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan
pajak.  Wajib  Pajak  wajib  menggunakan  nota  penjualan  sebagai  bukti  atas
pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Nota penjualan disediakan Wajib Pajak
dengan  terlebih  dahulu  diporporasi  atau  diberi  tanda  khusus  oleh  Pemerintah
Daerah.  Apabila  Wajib  Pajak  menggunakan  mesin  Cash  Register,  wajib
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memasukkan program pengenaan pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) dan
kepada konsumen diberikan Nota Cash Register sebagai bukti pembayarannya.
e. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel
Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh
Wajib  pajak.  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  pajak  yang  dipungut  dengan
menggunakan Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  (SKPD) atau  dokumen lain  yang
dipersamakan.  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  pajak  sendiri  dengan
menggunakan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  (SPTPD),  Surat  Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Tambahan (SKPDKBT).
Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut:
1) Pelaporan  Pajak  dan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Hotel  (PPSPPH)
Wajib pajak melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk
tentang  pajak  hotel.  Untuk  itu  Wajib  Pajak  mengisi  Surat
Pemberitahuan Pajak Hotel (SPPH) yang harus disampaikan selambat-
lambatnya  lima  belas  hari  setelah  berakhirnya  masa  pajak  dan
dilengkapi  dokumen  yang  berkaitan  dengan  pembayaran  atas  hotel,
sesuai dengan ketetapan Walikota. Permohonan memperpanjang waktu
penyampaian SPPH untuk jangka waktu tertentu dapat diterima apabila
dengan alasan yang jelas. SPPH dianggap tidak dimasukkan apabila
Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian
SPPH yang telah ditetapkan Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau
melaporkan tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
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akan  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  denda  sesuai  dengan
ketentuan dalam peraturan daerah.
2) Cara  Pemungutan  Pajak  Hotel  Pemungutan  pajak  hotel  tidak  dapat
diborongkan,  artinya  seluruh  proses  kegiatan  pemungutan
pengambilan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
Walau  kemungkinan  adanya  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dalam
proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan,
pengiriman  suratsurat  kepada  Wajib  Pajak  atau  penghimpunan  data
objek  dan  wajib  pajak,  kegiatan  penghitungan  besarnya  pajak  yang
terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
3) Penetapan  pajak  hotel  Berdasarkan  SPTPD  yang  dilaporkan  Wajib
Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan
pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. Apabila
setelah lewat  waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak atau kurang
membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi
administrasi  berupa  bunga  sebesar  2%  (dua  persen)  sebulan  dan
ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
4) Ketetapan  Pajak  Dalam  jangka  waktu  lima  tahun  sesudah  saat
terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah
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Nihil  (SKPDN).  Surat  ketetapan  pajak  diterbitkan  berdasarkan
pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
5) Pembayaran Pajak Hotel Pajak hotel  terutang dilunasi dalam jangka
waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah,  yaitu 1 (satu) bulan
takwim.  Pembayaran  pajak  yang terutang  dilakukan  ke  kas  daerah,
atau  tempat  lain  yang  ditunjuk  oleh  Walikota  sesuai  waktu  yang
ditentukan dalam SPTPD,  SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, danSTPD.
Apabila  pembayaran  pajak  dilakukan  di  tempat  lain  yang  ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x
24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pembayaran
pajak  dilakukan  dengan  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak  Daerah
(SSPD).  Permohonan  Wajib  Pajak  untuk  mengangsur  pembayaran
pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak  yang  belum  atau  kurang  bayar  sesuai  kurun  waktu  tertentu
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
6) Penagihan Pajak Hotel Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi
setelah  jatuh  tempo  pembayaran,  maka  Walikota  atau  pejabat  yang
ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak
dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat
peringatan  atau  surat  lain  yang  sejenis  sebagai  awal  tindakan
penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh
hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat
yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat
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teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dterimanya,
wajib  pajak  harus  melunasi  pajak  yang  terutang.  Selanjutnya  bila
jumlah pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam
jangka  waktu  tertentu  yang  ada  dalam  surat  teguran  atau  surat
peringatan  atau surat  lainnya yang sejenis  maka jumlah pajak  yang
harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan
tindakan  penyitaan,  pelarangan,  pencegahan  dan  penyanderaan  bila
wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya.
7) Keberatan  Wajib  pajak  yang  tidak  puas  atas  penetapan  pajak  yang
dilakukan oleh walikota,  dapat mengajukan keberatan hanya kepada
walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat
bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak
dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota yang menerbitkan
surat  ketetapan  pajak  tersebut.  Keberatan  yang  diajukan  adalah
terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan
jumlah  yang  seharusnya  dibayar  menurut  perhitungan  wajib  pajak.
Perhitungan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam
peraturan  daerah  tentang  pajak  hotel  dimaksud.  Keputusan  yang
diterbitkan  oleh  walikota  disampaikan  kepada  wajib  pajak  untuk
dilaksanakan.  Hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan  keputusan
keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, sehingga wajib pajak
diberi  hak  untuk  melakukan  perlawanan  secara  hukum,  untuk
memperoleh  penetapan  pajak  yang  sesuai  dengan  yang  ditentukan
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dalam peraturan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding
kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya
yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
5. Efektifitas 
Efektifitas berasal dari  kata Efektif  yang berarti  tercapainya suatu yang
ingin  dicapai  sesuai  dengan  tujuan  yang  di  tetapkan.  Efektifitas  mempunyai
hubungan antara hasil  yang diharapkan dengan hasil  yang sesungguhnya ingin
dicapai.  Beni,  (2016,  hal.  79)  Efektifitas  merupakan  suatu  ukuran  berhasil
tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi,  apabila suatu organisasi mencapai
tujuan  maka  organisasi  tersebut  telah  berjalan  dengan  efektif.Jadi  efektifitas
adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Sehingga
dengan  diketahuinya  tingkat  pencapaian  maka  pemerintah  daerah  dapat
mengetahuikelemahan dan antisipasinya, serta perencanaan tahun berikutnya.
Hal  yang  terpenting  yang  perlu  dicatat  adalah  bahwa  efektifitas  tidak
menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai
tujuan tersebut.  Efektifitas  hanya melihat  apakah  suatu  program atau  kegiatan
telah  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Efektifitas  merupakan  hubungan
antara  keluaran  dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai.  Pengukuran
efektifitas  digambarkan  dengan  sebuah  persentase  dimana  semangkin  tinggi
persentase efektifnya maka semangkin baik pula dalam mencapai tujuannya.
Rumus yang digunakan untuk mengetahui Efektifitas pemungutan Pajak
bumi dan bangunan:
Efektifitas ¿
Realisasi Pnenerimaan Pajk Hotel
Target Pajak Hotel x 100%
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Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria
kinerja  keuangan Kepmendagri  No.  690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman









Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996
6. Kontribusi 
Kontribusi  adalah  iuran  atau  sumbangan  yang  diberikan  bersamasama
pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Tingkat kontribusi adalah
proporsi jenis pajak terhadap total penerimaan pajak baik sebelum dan sesudah
pemberlakuan  undang-undang  No  34.  Tahun  2000.  Rinusu  dan  sri  (2013)
Kontribusi  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  melihat  perkembangan
pendapatan daerah, proporsi penerimaan pajak, terhadap Pendapatan Asli Daerah
dengan semangkin besarnya penerimaan pajak seperti pajak bumi dan bangunan
dari  total  Pendapatan  Asli  Daerah,  maka semangkin  layak pula  pajaknya,  jika
semangkin kecil proporsi penerimaan maka semangkin tidak layak pajak untuk
dipungut. 
Untuk  mengetahui  Kontribusi  pajak  hotel terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah menggunakan rumus :
Kontribusi ¿
Realisasi Pnenerimaan Pajk Hotel
Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100%
Semangkin tinggi persentase Kontribusinya maka semangkin besar pula
dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Adapun pemberian nilai kontribusi
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secara  lebih  rinci  berdasarkan  Depdagri,  Kepmendagri  No.690.900.327.  1996










Diatas 50% Sangat Baik
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996
7. Penelitian Terdahulu 
Beberapa  Penelitian  yang berhubungan dengan Penelitian  ini  dilakukan
sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:
Tabel II.3
Penelitian Terdahulu











Hasil  dari  penelitian  ini  adalah
Efektifitas,  Efisiensi,  dan
Kontribusi  PKB  secara  simultan
memiliki  pengaruh  positif
terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Sementara  secara  parsial
Efektifitas  PKB  berpengaruh
positif  terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah,  Efisiensi  PKB  tidak
berpengaruh  signifikan  dan
berpengaruh  negatif  terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  ,  dan
Kontribusi  PKB  berpengaruh













Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa  pengaruh  efektivitas
penerimaan  pajak  parkir  dan
efektivitas  penerimaan  pajak
restoran  berpengaruh  secara
simultan terhadap pendapatan asli
daerah.  Saran  yang  dapat
diberikan  dari  peneliti  bagi
peneliti  selanjutnya  supaya
menambah  variabel  pajak  parkir
dan  pajak  restoran  terhadap










Hasil  penelitian  menunjukkan
bahwa Efektivitas dan Kontribusi
Laba  BUMD  secara  individual
(parsial) tidak berpengaruh secara
signifikan  dan  positif  terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Namun,
secara  besamaan  (simultan)
berpengaruh secara signifikan dan












Tidak  menemukan  adanya
pengaruh  pemungutan  Pajak
Hotel  terhadap  peningkatan
Pendapatan  Asli  Daerah.  Ada
pengaruh  pemungutan  Pajak
Hiburan  terhadap  peningkatan
Pendapatan  Asli  Daerah.  Tidak
ada  pengaruh  pemungutan  Pajak
Hotel  dan  Pajak  Hiburan  secara
bersama-sama  terhadap
peningkatan  Pendapatan  Asli
Daerah  dan  Hasil  koefisien
determinasi  diketahui  bahwa
kontribusi Pajak Hotel dan Pajak
Hiburan  terhadap  peningkatan
Pendapatan  Asli  Daerah  hanya
sebesar  8.1%,  dengan  nilai  R2
sebesar 0.081
B. Kerangka Konseptual 
Kerangka  konseptual  adalah  suatu  hubungan  atau  kaitan  antara  konsep
satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.  ini gunanya
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untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik
yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai
landasan  teori  yang  dipakai  sebagai  landasan  teori  yang  dihubungkan  dengan
variabel yang diteliti.
Dalam penelitian ini Peneliti ingin menerangkan klasifikasi permasalahan
untuk melihat seberapa besarpertumbuhan pajakhotel, efektifitas pajak bumi dan
bangunan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
Bila efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak , terutama pajak hotel
maka efektifitas  yang dimaksud adalah seberapa besar  penerimaan pajak hotel
berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.
Perkiraan efektifitas pajak hotel dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi
dengan potensi penerimaan pajak hotel.  Rasio Efektifitas pajak hotel dikatakan
baik  apabila  rasio  ini  mencapai  minimal  100%.  Dari  prthitungan  tersebut
dilakukan penilaian dengan menggunakan kereteria efektifitas pajak. Jadi dengan
hasil  dari  perhitungan  efektifitas  pajak  hotel  dapat  dilihat  apakah suda  efektif
pemungutannya jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah kota
Medan.
Kontribusi  merupakan  sumbangan.  Untuk  mengetahui  seberapa  besar
sumbangan yang didapat dari pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan asli
Daerah kota Medan di tahun 2013 sampai dengan 2017. Peneliti menggunakan
persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi
penerimaan pendapatan Asli Daerah kota Medan dari Tahun2013 sampai dengan
2017. Dari uraian diatas, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut 
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Gambar II.1 Kerangka Konseptual
C. Hipotesis
Hipotesis  merupakan suatu  penjelasan  sementara  perilaku atau  keadaan
tertentu yang telah terjadi. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari
penyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian, Juliandi (2014, hal. 44).
1. Efektivitas  penerimaan  pajak  hotel  berpengaruh  terhadap
peningkatan  pendapatan  daerah  pada  Badan  Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Kontribusi  penerimaan  pajak  hotel  berpengaruh  terhadap
peningkatan  pendapatan  daerah  pada  Badan  Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Efektivitas  dan  kontribusi  penerimaan  pajak  hotel  secara
bersama  berpengaruh  terhadap  peningkatan  pendapatan












Pendekatan penelitian menggambarkan jenis atau bentuk penelitian yang
mendasari penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. 
Menurut  Juliandi,  dkk  (2015,  hal  86)  Pendekatan  assosiatif  adalah
pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua
variabel atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui hubungan atau
pengaruh efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah.
B. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur
atau  mempermudah  pemahaman  dalam  membahas  suatu  penelitian.  Sesuai
dengan  judul  penelitian  maka  terdapat  tiga  variabel  penelitian.  Berdasarkan
hipotesis yang akan di uji, maka variable yang akan diteliti dalam penelitian ini
adalah  variable  independent  (bebas)  dan  variable  dependent  (terikat).  Adapun
variabel tersebut adalah sebagai berikut:
1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
Variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi, terikat, tergantung oleh
variabel  lain yakni  variabel  bebas.  Variabel  terikat  (Y) yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  pendapatan  asli  daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah
Penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah di suatu daerah tertentu yaitu
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pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasi  pengelolahan  kekayaan  daerah  yang
dipisahkan,  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  yang  pemungutannya
berdasarkan  Undang-undang.  Semangkin  tinggi  penerimaan  Pendapatan  Asli
daerah  maka  semangkin  baik  pula  dalam  meningkatkan  pembangunan
didaerahnya
2. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel  bebas  adalah variabel  yang mempengaruhi  atau menjadi  sebab
pengaruhnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas  (X) yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Efektifitas Pajak Hotel
Efektivitas  Pajak  Hotel  adalah  mengukur  hubungan  antara  hasil  realisasi
pendapatan pajak hotel terhadap target pajak hotel, maka peneliti menggunakan
rumus pada halaman berikut::
Efektifitas ¿
Realisasi Pnenerimaan Pajk Hotel
Target Pajak Hotel x 100%
2. Kontribusi Pajak Hotel
Kontribusi  adalah  sumbangan  yang  diberikan  oleh  pajak  hotel  dalam
pemungutannya  di  Kota  Medan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD) Kota Medan. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel terhadap
Pendapatan Asli  Daerah (PAD) Kota Medan selama satu tahun, dapat dihitung
dengan mengunakan rumus berikut:
Kontribusi ¿
Realisasi Pnenerimaan Pajk Hotel
Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100%
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C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian ini dilakukan di  Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi
Daerah Kota Medan.,  data diambil dari  laporan  realisasi  penerimaan per tahun
periode 2013 sampai dengan 2017.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan November 2018 sampai
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9 Sidang Meja Hijau
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  data
kuantitatif  merupakan  data  yang  berbentuk  angka-  angka  bukan  berbentuk
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kalimat,  seperti  laporan  realisas  penerimaan  Badan  Pengolaan  Pajak  Dan
Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2013-2017.
2. Sumber Data
Menurut Juliandi (2015, hal. 65) sumber data data penelitian merupakan
alat/perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.
Sumber  data  dalam penelitian  ini  yaitu  data  sekunder,  yaitu  data  yang
diperoleh secara langsung dari Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota
Medanberupa laporan realisasi penerimaan untuk tahun 2013 sampai tahun 2017.
E. Teknik Pengumpulan Data
Suatau  aktivitas  peneltian  membutuhkan  data-data  yang  akan  diolah,
dianalisis,  dan  diuji  untuk  menjawab  rumusan  masalah  penelitian,  atau
membuktikan hipotesis penelitian.
Menurut  Juliandi  (2015,  hal.  65)  teknik  pengumpulan  data  penelitian
merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang releven bagi penelitian.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu
studi  dokumentasi.  Penulis  mengumpulkan data  dengan cara  melihat  /  menilai
laporan  realisasi penerimaan untuk mengetahui  realisasi penerimaan pajak hotel
dan  realisasi  pendapatan  daerah pada  Badan  Pengolaan  Pajak  Dan  Retribusi
Daerah Kota Medan.
F. Teknik Analisis Data
Menurut Juliandi (2015, hal. 85) analisis data merupakan salah satu bagian
dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang
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telah  dikumpulkan  dari  lapangan  dan  telah  diolah  sehingga  menghasilkan
informasi tertentu.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka
dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut.
Teknik analisis data yang digunakan adalah Sebagai berikut:
1. Analisis Regresi Linier Berganda
Menurut  Juliandi  (2015,  hal.  153)  “Analisis  regresi  bertujuan  untuk
memprediksi  perubahan  nilai  variabel  terikat  akibat  pengaruh  dari  variabel
bebas”.  Untuk  mengetahui  hubungan  variabel  Independent  terhadap  variabel
dependent digunakan regresi linier berganda rdengan rumus:
Y=α+β1 X1+β2 X2+ε
(Juliandi , dkk, 2015 hal 157)
Keterangan:
Y=¿ Pendapatan Asli Daerah
α=¿  Konstanta
β=¿  Koefisien regresi
X1=¿ Efektifitas Pajak Hotel
X2=¿ Kontribusi Pajak Hotel
Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji
lolos kendala linier atau uji asumsi klasik.
a. Uji Normalitas
Menurut Juliandi, dkk (2015, hal 160)Pengujian normalitas data dilakukan
untuk melihat Apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya
memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal
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dan  mengikuti  arah  garis  diagonal  maka  model  regresi  memenuhi  asumsi
normalitas. 
Untuk  mengetahui  data  berdistribusi  normal  digunakan  uji  statistic
Kolmogorov-smirnov (K-S). dengan asumsi, bila nilai signifikan < 0.05 berarti
distribusi  data  tidak  normal,  sebaliknya  bila  nilai  signifikan  >  0.05  berarti
distribusi data normal. Uji Kolmogrov-smirnov, uji ini betujuan supaya penelitian
ini  dapat  mengetahui  normal  atau tidaknya antara  variabel  independen dengan
variabel dependen ataupun keduanya, dapat ditunjukkan bahwa:
H 0=¿  Data residual berdistribusi normal
Hα=¿  Data residual tidak berdistribusi normal   
b. Uji Multikolinieritas
Uji  multikoliniearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi
mempunyai korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
Menurut Juliandi, dkk, (2015, hal. 161), Multikolinearitas digunakan untuk
menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar
variabel  independen  (bebas).  Cara  yang  digunakan  untuk  menilainya  adalah
dengan melihat  nilai  faktor   inflasi  varian  (Variance Inflasi  Factor/VIF),  yang
tidak melebihi 4 atau 5. Pendeteksian terhadap Multikolinieritas dapat dilakukan
dengan melihat Variance Inflating Factor/VIF dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Bila VIF > 5 maka terdapat masalah Multikolinieritas yang serius.




Menurut  Juliandi,  dkk,  (2015,  hal.  161),  Heterokedastisitas  digunakan
untuk menguji  apakah dalam model regresi,  terjadi ketidaksamaan varians dari
residual  dari  suatu  pengamatan  yang  lain.  Jika  variasi  residual  dari  suatu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut  homokedastisitas, dan
jika  varians  berbeda  disebut  heterokedastisitas.  Model  yang baik  adalah  tidak
terjadi heterokedastisitas.
Dasar pengambilan keputusannya adalah :
1) Jika  pola  tertentu,  seperti  titik-titik  (poin-poin)  yang  ada  membentuk
suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar di
bawah  dan  diatas  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi
heterokedastisitas.
2. Pengujian Hipotesis
a. Uji t (Parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui Apakah secara parsial masing-masing
variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap variabel terikat. 
Rumus yang digunakan untuk uji t Sebagai berikut:
t= r √n−2
√1−r2
Sugiyono (2016, hal. 184)
Keterangan:
t = Nilai t hitung
r = Koefisien korelasi




H 0 :  rs = 0, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas
(X) dengan variabel terikat (Y).
H a :  rs  ≠  0,  artinya  terdapat  hubungan antara  variabel  bebas  (X)
dengan variabel terikat (Y).
2) Kriteria pengambilan keputusan
H 0  diterima : jika −t tabel≤ thitung ≤t tabel pada α = 5%, df = n – 2
H 0  ditolak  :  jika   t hitung>t tabel , atau−t hitung<−t tabel
t hitung≥ ttabel ataut hitung≤t tabel
b. Uji F (Simultan)
Uji  F  ataupun  uji  signifikansi  serentak  digunakan  untuk  melihat
kemampuan menyeluruh dari variabel bebas untuk dapat menjelaskan keragaman
variabel tidak terikat, serta untuk mengetahui Apakah semua variabel memiliki




Sugiyono (2016, hal.240 )
Keterangan:
Fh = Nilai f hitung
r2  = Koefisien korelasi ganda
k = Jumlah variabel Independen




Ho:  rs  =  0,  artinya  tidak  terdapat  hubungan antara  variabel  bebas  (X)
dengan variabel terikat (Y)
Ho : rs ≠ 0, artinya terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan
variabel terikat (Y)
2) Kriteria Pengambilan Keputusan
Ho diterima jika −f tabel≤ f hitung≤ f tabel , untuk α = 5%
Ho ditolak jika f hitung> f tabel , atau−f hitung<−f tabel untuk α = 5%
3. Uji Koefisien Determinasi (R-square)
Nilai  R-square  dari  koefisien  determinasi  digunakan  untuk  melihat
bagaimana  variasi  nilai  variabel  terikat  dipengaruhi  oleh  nilai  variabel  bebas.
Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R-square semakin
mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat. Rumus koefisien determinasi adalah Sebagai berikut:
KD=r2×100
Sarwono (2017, hal. 17)
Keterangan:
KD = Koefisien Determinasi
r2 = Nilai Korelasi Berganda
100% = Persentase Kontribus
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Sejarah  Singkat  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota
Medan
Pada mulanya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
adalah  suatu  sub  bagian  pada  bagian  keuangan  yang  mengelola  bidang
Penerimaan dan Pendapatan Daerah. Pada bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi,
karena  pada  saat  itu  Wajib  Pajak  /  Wajib  Retribusi  yang  berdomisili  di  Kota
Medan belum begitu banyak. 
Dengan  mempertimbangkan  perkembangan  pembangunan  dan  laju
pertumbuhan  penduduk  Kota  Medan  melalui  Peraturan  daerah  sub  bagian
keuangan tersebut diubah menjadi bagian Pendapatan. Pada bagian Pendapatan
dibentuklah  beberapa  seksi  yang  mengelola  Penerimaan  Pajak  dan  Retribusi
Daerah  yang merupakan kewajiban para  Wajib  Pajak  /  Wajib  Retribusi  dalam
Daerah  Kota  Medan  yang  terdiri  dari  21  kecamatan  diantaranya  Kecamatan
Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun,
Medan Selayang, Medan sunggal, dan Lainnya. 
Sehubungan dengan Intruksi Mentri Dalam Negeri KUPD Nomor 7/12/41-
10 tentang penyeragaman stuktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh
Indonesia,  maka  Pemerintah  Daerah  di  seluruh  Kota  Medan  berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 1987 menyesuaikan atau membentuk
struktur  organisasi  Dinas  Pendapatan  Daerah  yang  baru.  Didalam  serta
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memelihara  hasil-hasil  pembangunan  dari  peningkatan  penerimaan  pendapatan
daerah. 
Selanjutnya  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  84  Tahun  2000
Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan
melakukan Penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi  dan Tata Kerja
Dinas-Dinas  Daerah  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Medan,  salah  satu
diantaranya adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. 
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.  3  Tahun  2009 khusus  untuk  Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi  melalui
Surat Keputusan Walikota No. 01 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 
Ada pun struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berilut
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, terdiri dari: 
1) Sub Bagian Umum 
2) Sub Bagian Keuangan 
3) Sub Bagian Penyusunan Program 
c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari: 
1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran 
2) Seksi Pemeriksaan 
3) Seksi Penetapan 
4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
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d. Bagian Penagihan, terdiri dari: 
1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi 
2) Seksi Penagihan dan Perhitungan 
3) Seksi Pertimbangan dan Restitusi 
e. Bagian Hasil Pendapatan, terdiri dari: 
1) Seksi Bagi Hasil Pajak 
2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak 
3) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil 
4) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan 
f. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari: 
1) Seksi Pengembangan Pajak 
2) Seksi Pengembangan Retribusi 
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 
Visi  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan  yaitu  “Terwujudnya
Pendapatan Daerah sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah”. 
Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah: 
a. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  terhadapa  sumber  dan  pengelolaan
pendapatan daerah 
b. Meningkatkan sarana dan presarana dinas 
c. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah
d. Meningkatkan penegakan hukum.
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2. Deskripsi Data 
a. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan  merupakan  pos  penting  dari  laporan  keuangan  dan  juga
merupakan tolak ukur berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola
sumber  daya  yang  dimilikinya.  Pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  semua
penerimaan  kas  daerah  dalam  periode  tertentu  menjadi  hak  daerah.  Setelah
dilaksanakan sistem otonomi, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur
daerahnya masing – masing dengan mengidentifikasi  sektor  –  sektor  potensial
untuk menggerakkan pembangunan daerah, terutama melalui potensi pendapatan
asli daerah (PAD).
Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang
bersangkutan  yang terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil
pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli
daerah yang sah.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Pasal  I  angka  18  bahwa
“Pendapatan  Asli  Daerah,  selanjutnya  disebut  PAD  adalah  pendapatan  yang
diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan
peraturan  perundang-undangan”.  Dengan  kata  lain  pendapatan  asli  daerah
merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi
yang  ada  pada  daerah  tersebut  dan  sifatnya  dapat  dipaksakan  karena  adanya
peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undanganan.




Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan
































Sumber  :  Badan  Pengolaan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah
Kota Medan
Dari tabel IV.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pada badan
pengelola  pajak  dan retribusi  daerah  kota  Medan mengalami  peningkatan  dari
tahun ke tahun akan tetapi belum pernah mencapai target yang telah di tentukan. 
b. Efektifitas Pajak Hotel
Efektifitas berasal dari  kata Efektif  yang berarti  tercapainya suatu yang
ingin  dicapai  sesuai  dengan  tujuan  yang  di  tetapkan.  Efektifitas  mempunyai
hubungan antara hasil  yang diharapkan dengan hasil  yang sesungguhnya ingin
dicapai.  Beni,  (2016,  hal.  79)  Efektifitas  merupakan  suatu  ukuran  berhasil
tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi,  apabila suatu organisasi mencapai
tujuan  maka  organisasi  tersebut  telah  berjalan  dengan  efektif.Jadi  efektifitas
adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Sehingga
dengan  diketahuinya  tingkat  pencapaian  maka  pemerintah  daerah  dapat
mengetahuikelemahan dan antisipasinya, serta perencanaan tahun berikutnya.
Hal  yang  terpenting  yang  perlu  dicatat  adalah  bahwa  efektifitas  tidak
menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai
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tujuan tersebut.  Efektifitas  hanya melihat  apakah  suatu  program atau  kegiatan
telah  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Efektifitas  merupakan  hubungan
antara  keluaran  dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai.  Pengukuran
efektifitas  digambarkan  dengan  sebuah  persentase  dimana  semangkin  tinggi
persentase efektifnya maka semangkin baik pula dalam mencapai tujuannya.
Berikut  ini  adalah  data  tingkat  efektifitas  pajak  hotel  pada  Badan
Pengelola Pajak da Retribusi Daerah Kota Medan.
Tabel IV.2
Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Pada BPPRD
















Sumber : Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Berdasarkan tabel di atas fenomena yang terjadi di Badan Pengolaan Pajak
Dan  Retribusi  Daerah  Kota  Medan  dari  tahun  2013-2017  tingkat  efektifitas
penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan dapat di
katagorikan efektif.
c. Kontribusi  Pajak Hotel 
Kontribusi  adalah  iuran  atau  sumbangan  yang  diberikan  bersamasama
pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Tingkat kontribusi adalah
proporsi jenis pajak terhadap total penerimaan pajak baik sebelum dan sesudah
pemberlakuan  undang-undang  No  34.  Tahun  2000.  Rinusu  dan  sri  (2013)
Kontribusi  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  melihat  perkembangan
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pendapatan daerah, proporsi penerimaan pajak, terhadap Pendapatan Asli Daerah
dengan semangkin besarnya penerimaan pajak seperti pajak bumi dan bangunan
dari  total  Pendapatan  Asli  Daerah,  maka semangkin  layak pula  pajaknya,  jika
semangkin kecil proporsi penerimaan maka semangkin tidak layak pajak untuk
dipungut.
Berikut ini adalah data tingkat kontribusi realisasi penerimaan pajak hotel
terhadap penerimaan pendapatan daerah kota Medan
Tabel IV.3
































Sumber  :  Badan  Pengolaan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah
Kota Medan
Berdasarkan data di atas adapun fenomena yang dapat dilihat melalui data
yang diperoleh dari Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
dari tahun 2013-2017 tingkat persentase kontribusi daerah mengalami penurunan.
3. Uji Asumsi Klasik
Tujuan dilakukannya uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui Apakah
suatu variabel bormal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi
data  yang  normal.  Normal  atau  tidaknya  data  berdasarkan  patokan  distribusi
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normal data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi asumsi klasik pada
dasarnya memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui Apakah variabel dalam sebuah




Sumber: Data diolah SPSS versi 24.0
Pada grafik normal p-plot terlihat pada gambar diatas bahwa pola grafik
normal  terlihat  dari  tititk-titik  yang  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan
penyebarannya mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka dapat  disimpulkan bahwa
model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
Salah satu uji  statistik  yang dapat  digunakan untuk menguji  normalitas
residual adalah uji statistik  Kolmogrov Smirnov (K-S). Pengujian ini digunakan
48
untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  dan  variabel  dependen  atau
keduanya berdistribusi normal atau tidak normal. uji  Kolmogrov Smirnov  yaitu







Normal Parametersa,b Mean -,0003019
Std. Deviation 25679098190,0
0000000




Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: SPSS Versi 24.00
Berdasarkan tabel  IV.4 diatas  dapat  diketahui  bahwa nilai  K-S variabel
efektifitas,  kontribusi  dan  PAD telah  berdistribusi  secara  normal  karena  dari
masing-masing variabel memiliki probabiliti lebih dari 0,05 yaitu 0,201 > 0,05
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Nilai  masing-masing  variabel  yang  telah  memenuhi  standar  yang telah
ditetapkan dapat dilihat pada baris Asymp. Sig.  (2-tailed) dari baris tersebut nilai
Asymp.  Sig.  (2-tailed)  sebesar  0,200.  Ini  menunjukkan  variabel  berdistribusi
secara normal.
b. Uji Multikolonieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel independen (bebas). Model
regresi yang baik seharusnya bebas multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi
antara variabel independen (bebas). Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai
Varians Inflation Factor (VIF) yang tidak melebihi 4 atau 5. 
Berikut  ini  merupakan  hasil  pengujian  dengan  menggunakan  Uji




































-,475 -3,687 ,066 ,526 1,900
a. Dependent Variable: PAD
Dari tabel VI.5 dapat dilihat bahwa variabel  efektifitas pajak hotel memiliki
nilai tolerance sebesar 0.526 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.900 < 5. Variabel
kontribusi pajak hotel  memiliki nilai tolerance sebesar 0.526 > 0.10 dan nilai
VIF sebesar 1.900 < 5. Dari  masing-masing variabel memiliki nilai tolerance >
50
0.1 dan nilai VIF < 5, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
gejala multikolinearitas dalam penelitian ini.    
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model
regresi,  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke
pengamatan  yang  lain.  Jika  variance dari  residual satu  pengamatan  ke
pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut
heterokedastisitas.  Ada beberapa cara untuk menguji  ada atau tidaknya situasi
heteroskedastisitas  dalam  varian  error  terms  untuk  model  regresi.  Dalam
penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot).
Gambar IV.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data diolah SPSS versi 24.00
Berdasarkan gambar IV.2 diatas,  dapat diketahui bahwa data (titik-titik)
menyebar secara merata diatas dan dibawah garis nol, tidak berkumpul di satu
tempat,  serta  tidak  membentuk  satu  pola  tertentu  sehingga  dapat  disimpulkan
bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.
4. Analisis Data
a. Regresi Linier Berganda
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 Analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linier
berganda,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  hubungan  antara
variabel-variabel  independen terhadap variabel  dependen dengan menggunakan
analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memiliki dua variabel independen,
yaitu  efektifitas pajak hotel,  kontribusi pajak hotel dan satu variabel dependen
yaitu pendaptan asli daerah
Tabel IV.6





















a. Dependent Variable: PAD
Sumber: Data diolah SPSS versi 24.00
Dari tabel IV.9 diatas diketahui nilai-nilai sebagai berikut :
1) Konstanta = 2.074.648
2) Efektifitas Pajak Hotel = 14.826
3) Kontgribusi Pajak Hotel = -300.894
Hasil  tersebut  dimasukkan  kedalam  persamaan  regresi  linier  berganda
sehingga diketahui persamaan berikut :
Y = 2.074.648 + 14.8261 – 300.8262
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Jadi persamaan diatas bermakna jika :
1) Persamaan  regresi  berganda  diatas,  diketahui  mempunyai  konstanta
sebesar  2.074.648 dengan  tanda  positif.  menunjukkan  bahwa  jika
independen yaituefektifitas  pajak  hotel (X1)  dan  kontribusi  pajak  hotel
(X2)  dalam  keadaan  konstan  atau  tidak  mengalami  perubahan  (sama
dengan nol), maka pendapatan asli daearh (Y) adalah sebesar 2.074.648.
2) Efektifitas  pajak  hotel mempunyai  koefesien  regresi  sebesar  14.826.
menyatakan bahwa apabila efektifitas pajak hotel ditingkatkan 1% (dengan
asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka
nilai  pendapatan  asli  daerah akan  meningkat  sebesar  14.826.  Namun
sebaliknya,  jika  efektifitas pajak hotel turun 1% (dengan asumsi bahwa
nilai  koefisien  variabel  lain  tetap  atau  tidak  berubah),  maka  akan
menurunkan pendapatan asli daerah sebesar 14.826.
3) Kontribusi  pajak  hotel mempunyai  koefesien  regresi  sebesar  -300.826.
menyatakan  bahwa  apabila  kontribusi  pajak  hotel ditingkatkan  1%
(dengan  asumsi  bahwa  nilai  koefisien  variabel  lain  tetap  atau  tidak
berubah)  maka  nilai  pendapatan  asli  daerah akan  berkurang  sebesar
300.826. Namun sebaliknya, jika kontribusi pajak hotel turun 1% (dengan
asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah), maka
akan meningkatkan pendapatan asli daearh sebesar 300.826.
b. Pengujian Hipotesis
1) Uji t (Uji Parsial)
Uji  t  digunakan  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui
kemampuan dari masing-masing variabel independen. Alasan lain uji t dilakukan
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untuk  menguji  apakah  variabel  bebas  (X)  secara  parsial  atau  individual























a. Dependent Variable: PAD
      Sumber: Data diolah SPSS versi 24.00
Hasil pengujian statistic t pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Pengaruh Efektifitas Pajak Hotel terhadap Penadapatann Asli Daerah
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  efektifitas  pajak  hotel
berpengaruh secara  individual  (parsial)  mempunyai  hubungan yang signifikan
atau tidak terhadap  pendapatan asli daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada
tingkat α=¿  0,05 dengan nilai t untuk n = 5 – 2 = 3 adalah 3.182 t hitung=¿
4.676 dan ttabel=¿  4.676
H0  diterima jika : -3.182 ≤t hitung≤  3.182 pada α = 5%
H0  ditolak jika : t hitung>¿  3.182, atau −t hitung<¿  -3.182
Nilai  t hitung  untuk  variabel  efektifitas  pajak  hotel adalah  4.676 dan  ttabel
dengan α = 5% diketahui sebesar 3.182. dengan demikian t hitung  lebih besar dari
ttabel  dan nilai signifikan  efektifitas pajak hotel sebesar 0.043 < 0.05 artinya
dari  hasil  tersebut  didapat  kesimpulan  bahwa  H0  ditolak  (Ha  diterima)
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menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara  efektifitas pajak
hotel terhadap pendapatan asli daearh.
b) Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel terhadap Penadapatann Asli Daerah
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  kontribusi  pajak  hotel
berpengaruh secara  individual  (parsial)  mempunyai  hubungan yang signifikan
atau tidak terhadap  pendapatan asli daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada
tingkat α=¿  0,05 dengan nilai t untuk n = 5 – 2 = 3 adalah 3.182 t hitung=¿
-3.687 dan ttabel=¿  -3.687
H0  diterima jika : -3.182 ≤t hitung≤  3.182 pada α = 5%
H0  ditolak jika : t hitung>¿  3.182, atau −t hitung<¿  -3.182
Nilai  t hitung  untuk variabel  kontribusi pajak hotel adalah  -3.687 dan  ttabel
dengan α = 5% diketahui sebesar 3.182. dengan demikian t hitung  lebih besar dari
ttabel  dan nilai signifikan  efektifitas pajak hotel sebesar 0.066 > 0.05 artinya
dari  hasil  tersebut  didapat  kesimpulan  bahwa  H0  ditolak  (Ha  ditolak)
menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara kontribusi pajak
hotel terhadap pendapatan asli daearh.
2) Uji F (Uji Signifikan Simultan)
Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah variable bebas (X) secara
simultan  mempunyai  hubungan  yang  signifikan  atau  tidak  terhadap  variable
terikat (Y).
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dengan  program  SPSS  versi  24.00


















a. Dependent Variable: PAD
b. Predictors: (Constant), Kontribusi, Efektivitas
Sumber : SPSS versi 24.00
f tabel=¿  5 – 2 – 1 = 19.00
f hitung=¿  56.231 dan f tabel=¿  19.00
Kriteria pengambilan keputusan :
H0  diterima jika :  -19.00 ≤ f hitung≤  19.00, untuk α = 5%
H0  ditolak jika : f hitung>¿  19.00 , atau−f hitung<¿  -19.00 untuk α = 5%
Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai  f hitung  sebesar  56.231 dengan
tingkat signifikan sebesar 0.015. Sedangkan nilai f tabel  diketahui sebesar 19.00.
berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa f hitung>¿  f tabel  (56.231 >
19.00) artinya  H0  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel  efektifitas
pajak  hotel  dan  kontribusi  pajak  hotel berpengaruh  dan  signifikan  terhadap
pendapatan asli  daearh   Pada  Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota
medan.
c. Uji Koefisien Determinasi (R-square)
Nilai  R-square  dari  koefisien  determinasi  digunakan  untuk  melihat
bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Nilai
koefisien  determinasi  adalah  antara  0  dan  1.  Apabila  nilai  R-square  semakin
mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat. Berikut hasil pengujian statistiknya :
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Tabel IV.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,991a ,983 ,965 36315728930,0000
0
a. Predictors: (Constant), Kontribusi, Efektivitas
b. Dependent Variable: PAD
Sumber: SPSS versi 24
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari adjusted R square
sebesar  0.983 yang  berarti  98.3%  dan  hal  ini  menyatakan  bahwa  variabel
efektifitas  pajak  hotel  dan  kontribusi  pajak  hotel sebesar  98.3%  untuk
mempengaruhi  variabel  pendapatan  asli  daerah.  Sedangkan  sisanya  1.7%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
B. Pembahasan
Hasil temuan dalam penelitian ini adalah mengenai hasil temuan penelitian
ini terhadap kesesuaian teori,  pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah
dikemukakan  hasil  penelitian  sebelumnya  serta  pola  perilaku  yang  harus
dilakukan untuk mengatasi  hal-hal  tersebut.  Berikut  ini  ada  tiga bagian  utama
yang  akan  dibahas  dalam  analisis  hasil  temuan  penelitian  ini,  yaitu  sebagai
berikut:
1. Pengaruh Efektifitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Berdasarkan  penelitian  yang  diperoleh  mengenai  pengaruh  efektifitas
pajak hotel  terhadap  pendapatan asli  daearh   Pada  Badan pengelola  pajak dan
retribusi daerah kota medan, hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa
nilai  t hitung  untuk variabel  efektifitas  pajak hotel  adalah  4.676 dan  ttabel
dengan α = 5% diketahui sebesar 3.182. dengan demikian t hitung  lebih besar dari
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ttabel  dan nilai signifikan  efektifitas pajak hotel sebesar 0.043 < 0.05 artinya
dari  hasil  tersebut  didapat  kesimpulan  bahwa  H0  ditolak  (Ha  diterima)
menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara  efektifitas pajak
hotel terhadap pendapatan asli daearh.
hal  ini  menujukkan  bahwa  tingkat  efektifitas  pajak  hotel  mampu
meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Dimana  apabila  semakin  efektif
penerimaan  pajak  hotel  tersebut  maka  pendapatan  asli  daerah  akan  ikut
meningkat. 
Dengan efektifnya penerimaan pajak hotel berarti target yang di buat akan
tercapai pada saat realisasinya maka hal tersebut akan menambah pendapatan asli
daerah yang dikelola oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan.
Efektivitas Pajak Hotel adalah mengukur hubungan antara hasil realisasi
pendapatan pajak hotel terhadap target pajak hotel.
Penelitian ini  sedjalan dengan hasil  penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh  oleh  Hanif  (2015)  menyimpulkan  bahwa  efektifitas  pajak  kendaraan
bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli haerah.
2. Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Berdasarkan  penelitian  yang  diperoleh  mengenai  pengaruh  kontribusi
pajak hotel  terhadap  pendapatan asli  daearh   Pada  Badan pengelola  pajak dan
retribusi daerah kota medan, hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa
nilai  t hitung  untuk variabel  efektifitas pajak hotel  adalah  -3.687 dan  ttabel
dengan α = 5% diketahui sebesar 3.182. dengan demikian t hitung  lebih besar dari
ttabel  dan nilai signifikan  efektifitas pajak hotel sebesar 0.066 > 0.05 artinya
dari  hasil  tersebut  didapat  kesimpulan  bahwa  H0  ditolak  (Ha  ditolak)
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menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara kontribusi pajak
hotel terhadap pendapatan asli daearh.
hal  ini  menujukkan  bahwa  tingkat  kontribusi  pajak  hotel  mampu
meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Dimana  apabila  semakin  besar  tingkat
kontrbusi yang di berikan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah maka akan
diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah. Begitu juga sebaliknya apabila
semakin  rendah  kontribusi  yang  di  berikan  pajak  hotel  maka  pendapatan  asli
daerah akan menurun. Hal ini dikarenakan pajak hotel adalah salah satu sumber
pendapatan asli daerah kota medan.
Kontribusi  adalah  sumbangan  yang  diberikan  oleh  pajak  hotel  dalam
pemungutannya  di  Kota  Medan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD) Kota Medan. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan selama satu tahun.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan
oleh  Wulandari  (2016)  menyimpulkan bahwa secara  parsial  pajak  hotel,  pajak
restoran,  pajak reklame dan ppju berpengaruh terhadap pendapatan asli  daerah
(PAD).
3. Pengaruh  Efektifitas  Pajak  Hotel  dan  Kontribusi  Pajak  Hotel Secara
Bersama-sama Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Berdasarkan  penelitian  yang  diperoleh  mengenai  pengaruh  efektifitas
pajak hotel dan kontribusi pajak hotel secara bersama-sama terhadap pendapatan
asli daearh  Pada Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan, hasil uji
hipotesis  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  nilai  t hitung  untuk  variabel
efektifitas  pajak hotel  adalah  56.231 dengan tingkat  signifikan sebesar  0.015.
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Sedangkan nilai f tabel  diketahui sebesar 19.00. berdasarkan hasil tersebut dapat
diketahui bahwa f hitung>¿  f tabel  (56.231 >  19.00) artinya H 0  ditolak. Jadi
dapat  disimpulkan  bahwa variabel  efektifitas  pajak  hotel  dan  kontribusi  pajak
hotel berpengaruh  dan signifikan  terhadap  pendapatan asli daearh   Pada  Badan
pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan.
Hal ini menunjukkan efektifitas dan kontribusi pajak hotel secara bersama-
sama  mampu  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Dimana  semakin  efektif
penerimaan pajak hotel dan semakin besar tingkat kontribusi yang diberikan pajak
hotel maka pendapatan asli daerah yang akan diterima akan meningkat. 
Dimana  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  kota  medan  adalah
berasar dari pajak hotel. Maka dari hal itu apabila realisasi penerimaan pajak hotel
dilakukan secara efektif  maka pendapatan dari  pajak hotel  tersebut  akan besar
deangan  besarnya  penerimaan  pajak  hotel  akan  meningkatkan  pendapatan  asli
daerah.
Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan dari sumber-sumber di dalam
wilayah  di  suatu  daerah  tertentu  yaitu  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasi
pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah, yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang. Semangkin tinggi
penerimaan  Pendapatan  Asli  daerah  maka  semangkin  baik  pula  dalam
meningkatkan pembangunan didaerahnya
penelitian ini  seajalan dengan hasil  penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh  Fajrinsyah  (2017)  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Efektivitas  dan
Kontribusi  Laba  BUMD  secara  besamaan  (simultan)  berpengaruh  secara





Berdasarkan  data  yang  diperoleh  maupunn  analisis  data  yang  telah
dilakukan serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka
dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  Pengaruh  Efektivitas  Dan  Kontribusi
Penerimaan  Pajak  Hotel  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada
Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah berdasarkan
penelitian  yang  dilakukan  bahwa  secara  parsial  adanya  pengaruh  positif  dan
signifikan  pada  efektifitas  pajak  hotel Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli
Daerah  Pada  Badan  Pengolaan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Kota  Medan.
Berdasarkan penelitian  yang dilakukan bahwa secara  parsial  adanya pengaruh
negatif dan  tidak  signifikan pada  kontribusi pajak hotel Terhadap  Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota
Medan.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa secara  simultan adanya
pengaruh  positif  dan  signifikan  pada  efektifitas  dan  kontribusi  pajak  hotel
Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Kota Medan.
B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  maka  saran-saran  yang  dapat  diberikan
pada penelitian ini antara lain:
1. Badan  Pengolaan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Kota  Medan  agar  tetapt
mempertahankan tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel.
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2. Badan  Pengolaan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Kota  Medan  agar  lebih
meningkatkan  pengawasan  terhadap  pajak  hotel  supaya  penerimaan  pajak
hotel dapat diterima sepenuhnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel independen
yang masih berbasis pada data laporan keuangan selain yang digunakan dalam
penelitian ini dengan tetap berlandaskan pada penelitian selanjutnya
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Residual Plots
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Variables Created or Modified RES_1 Unstandardized Residual
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Descriptive Statistics






Efektivitas 100,8600 7,89364 5
Kontribusi 8,2980 ,30671 5
Correlations
PAD Efektivitas Kontribusi
Pearson Correlation PAD 1,000 ,929 -,890
Efektivitas ,929 1,000 -,688
Kontribusi -,890 -,688 1,000
Sig. (1-tailed) PAD . ,011 ,022
Efektivitas ,011 . ,099
Kontribusi ,022 ,099 .
N PAD 5 5 5
Efektivitas 5 5 5








a. Dependent Variable: PAD
b. All requested variables entered.
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square





Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 ,991a ,983 ,965 36315728930,00
000
,983 56,231 2 2 ,017 2,336
a. Predictors: (Constant), Kontribusi, Efektivitas
b. Dependent Variable: PAD
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Change Statistics
Durbin-WatsonR Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 ,991a ,983 ,965 36315728930,000
00
,983 56,231 2 2 ,017 2,336
a. Predictors: (Constant), Kontribusi, Efektivitas
b. Dependent Variable: PAD
ANOVAa













a. Dependent Variable: PAD







95,0% Confidence Interval for B Correlations Collinearity Statistics





























-,890 -,934 -,345 ,526 1,900


















81599265040,000 -,475 -3,687 ,066 ,526 1,900
a. Dependent Variable: PAD
Collinearity Diagnosticsa
Model Dimension Eigenvalue Condition Index
Variance Proportions
(Constant) Efektivitas Kontribusi
1 1 2,995 1,000 ,00 ,00 ,00
2 ,005 24,859 ,00 ,33 ,04
3 ,000 124,552 1,00 ,67 ,96
a. Dependent Variable: PAD
Residuals Statisticsa










Std. Predicted Value -1,024 1,628 ,000 1,000 5
Standard Error of Predicted 
Value
22149746690,000 34652520450,000 27577724980,000 6201651554,000 5

















Std. Residual -1,018 ,943 ,000 ,707 5












Stud. Deleted Residual -2,175 1,572 -,129 1,352 5
Mahal. Distance ,688 2,842 1,600 1,071 5
Cook's Distance ,022 ,522 ,254 ,194 5
Centered Leverage Value ,172 ,711 ,400 ,268 5
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Normal Parametersa,b Mean -,0003019
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Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.












